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PERATURAN DAER

KABUPATEN MER

“SALINAN

A
~

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

2AH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
'RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

ANGIN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN, |

bahw& untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat ( i}

‘Undang-Undang

Nomor

23  Tahun - 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

‘dengan Undang-Undang Nomior _ :
~ Perubahan Kedua Atss Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemﬁeriﬁtahan Daerah, perlu menetapkan

9 Tahun 2015 tentang

Perafuran Daerah tentang Rencana Pembangiman Jangka

Menengah Daerah Kz

‘Pasal 18 ayat (6}
| Indonesia Tahun

1.

ﬁritiang—Und&ng

sbupaten Merangin Tahun 2018-2023;

Undang-Undang Dasar Negara Republik -
1945 Perubahan Kedua "

Nomor 12 Tahun 1956 tentaﬂg-

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam

Lingkungan Daer

ah Propinsi Sumatera Tengah {Lembaran

© “Negara Republikt Indonesia Tehun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7. Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

' Undang-Undang

 Korupsi, Kolusi )
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambsahan

Sarolangun Ban
Jabung -(Lembar
1965 Nomor 50,
Indonesia

Penyelenggaraan

osko dan Deaerah Tingkat U Tanjung
an Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik

Normor 27535); .

Nomor 28 Tahun 1999 tentang

dan Nepotisme {Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Negara yang Bersih dan Bebas dari



1G.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muﬁro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomeor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903]) bagaimaaa telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Talmun 1999 tentang
Pembentukan ;Kabupatcn Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Mua‘u'o Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4410); :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemeor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ‘

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438j;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
{(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
4700j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undangl Nomor 23 Tzhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran N

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

. beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);




13

14.

15.

6.

17.

18.

19,

21.

22,

23.

Peraturan Peme
Informasi Keue
Indonesia Tahv

rintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem |
ingan Daerah (Lembaran Negara Republik
wn 2005 Nomor 138, Tambazhan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraituran Pemc
Kepada Daerah

rintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kepangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahtm 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887};

Peraturan Pemerintahi Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041); i

Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178J;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tshun 2006

Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nemor 310j;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembenitukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara :
Republik Indon: Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi -
Pembangunan baerah Tata Cara Evailuasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan | Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daeiiﬂf;

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubah Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;

tentang




24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun
2016 tentang | Penyusunan Produk Hukum Daerab
fLembaran Daerah Xabupaten Merangin Tahun 2016
Nomaor 1);

25 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun
2016 tentang |Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah {Lembaran Dacrah Kabupaten Merangin Tahun
2016 Nomor 10j;

Dengan Persetujnar Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERARGIN
dan
BUPATI EiERAHGEE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
f JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2018 - 2023

BAB1I
KETENTUAN UMUM
Pasai il

Dalam Peraturan Daerah i yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin;

2. Pemerntsh Daerah adalsh Penyelenggara wrusen pemeriniahan  oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi daerah dan tugas pembantusn dengan prinsip otonoms seiuas-huasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesafuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

3. Pemerintah Daerah adalah| Kepala Dacrah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintsh Daerah yang memimpin pelaksanaan urisan pemerintehan yang
menjadi kewenangan daerah otononn;

4. Bupati adalah Bupati Merangm;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah selanjuinya disebut DPRD adalsh lLembaga
Perwakilan Rakyat Dacrah sebagai penyvelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Merangin;

6. Peraturan Daersh selanjuinya disebut Perda adalzh Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin ‘

7. Rencana Taia Ruang Wilayah, yang selanjuinva disebuit RTRW kebupaten
adalah hasil perencanaan tata ruang vang merupaksn penjabaran strategi dan
arahan kebijakan pemanfaatan raang wilayah ke dalam strukbar dan pola ruang




10.
11,
12.

13.

14.

15.
16.
i7.
18.

19.

Rencana Pem

Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut

encanaan untuk selama periode 20 tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut
RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 lima) tahun;

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan

tahunan daerah;

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra

Perangkat Daereh adalah dokumen perencanaan Perangkat Dacrah untuk

periode 5 {tima} tahun;

Rencana Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat dengan Renja

Perangkat Daerah adalah ¢
petiode 1 tahun.

kumen perencanaan Perangkat Daersh untuk

mencapmsasaranhasﬂpembangmyangpendmmmyadmemlehdan
anggaran pemerintah daerah, scbagai bagian integral dari upaya
pembangunan daerah secara utuh. _
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atsu di
kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya

dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

pemerintahan daerah dimasa yang skan datang.
wm- i ] ] l - ] i Iicn - 1 ' i ]I -

Strategi adalah langkah-lang
Kebiial jalah tindal
mencapai tujuan.

Sasaran adalah hasil yang

mengenai Upaya-upaya yang akan dilaksanakan
2kah berisikan program-program indikatif umiuk
yang diambil oleh Pemerintah Daerah wunituk

i kan dari suatu program atau ketuaran

- yang diharapkan dari suatu kegiatan. .
Program adalah bentuk Wt kebijakan vang berisi satu atau lebih

20.

21.

M

kegiatan yang dilaksanakan

aleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau
kualitatif untuk masukan, proses, kehiaran, hasil, manfaat dan atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

PROGRAM

BAB (I
PEMBANGUNAN DAERAH
Pagal 2

RPJM Daerah merupaken penjabaran dari visi, misi, dan program Kepsala

Daerah yang memuat

tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan,

pembangunandaemhdankeuangandaﬁahscrtapmgramperangkatdaemh

dan lintas perangkat daerah
bersifat indikatif untuk jangka

Wakt:uS(limaJtahmyangdisusundengan

berpedoman pada RPJPD, RTRW. RPJMD Provinsi dan REJMN,




BAB IIT
Pasal 3

(1) Sistematika Perryusunan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023
sebagaimana dimaksud dalam Pagsel 2 disusun sebagat ber:ikut
BAB1 PENDAHULUAN
BABF GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB i GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN 113AN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGL, ARAH  KEBIJAKAN  DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB vii KERANGKA PENIJ)ANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PRANGKAT DAERAH

BAB Vit KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX PENUTUP

2} RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada

(1) tercantum dalam Iamp:ran yang Jm:rupakan bagian tidak

Pasal 4

a. Perangakat Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat
Dacrah(Renstra—PD)danReﬂcmxaKegaPemngkatDmah(Ren}aPDj

b. Pemerintah Kabupaten dalarm menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah

W,E\VMBASIMWANRPM
Pasal 5

{1) Bupati wajib melakukan pengendalian.dan evaluasi setiap tahn terhadap

(?) Pengendalian dan Evaiiasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat(l)dﬂakukanbe:pedomankepadaketenhxan?e:attnan?enmdang—'

3} HasﬂPcngcndahandanEvah:amsebagannanachmaksudayat {1), dapat
- dijadikan dasm'PembabanRPJND)

(4) Perubahan sasaran, Indikator, Target Kineljadankcrangkapendanamdapat
dilakukan dengan Peraturan Bupati apabila perubahsn tersebut tidak




BABV

KETENTUAN PERAITHAN

kepada Program Prioritas Nasions
Visi dan Misi Kepala Daerah dan

KE'

Peraturan Daerah ini mulai beriak

Pasal 6

Tahun 2019 dilaksanakan dengan berpedoman
al dan Prioritas Provinsi Jambi serta mengakomodir
Walil Kepala Daerah terpilih. :

BAB V1
TENTUAN PENUTUP
Pasal 7

1 pada tanggal diundangkan.
, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

mi dengan penctapannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Merangin.
Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 21 Maret 2019
. BUPATI MERANGIN
ttd
AL HARIS
Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 21 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN
tid
HENDRI MAIDALEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATE?
NOREG PERATURAN DAERAH KA

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

")

H. FIRDAUS.,SH. MH
NIP. 196712191992031007

N MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR 3
BUPATEN MERANGIN : 3/17/2019




